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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan pengalaman partisipan, proses penarikan dan penghimpunan 

yang dilakukan oleh LMKN telah memperhitungkan aspek transparansi, dengan 

melibatkan partisipasi aktif para LMK dalam PH serta memberikan informasi 

terkait penghimpunan royalti dengan periode waktu tertentu. Namun, dalam proses 

distribusi, situasinya menjadi kurang jelas. Sebagian distribusi didasarkan pada data 

penggunaan lagu dan/atau musik yang dilaporkan oleh pengguna kepada LMKN, 

sementara sebagian lainnya tidak tergantung pada data penggunaan tersebut. 

Keadaan ini membuat para penerima hak merasa bahwa akuntabilitas dan 

transparansi laporan royalti dari LMK menjadi kurang optimal, karena distribusi 

yang diterima sebagian didasarkan pada sektor pengguna tertentu seperti karaoke 

dan konser, dan sebagian lagi bergantung pada faktor atau referensi yang ditentukan 

oleh LMK.  

 

5.2  Saran 

Dengan merujuk pada Hasil penelitian, berikut adalah beberapa 

rekomendasi yang dapat diajukan oleh peneliti:  

1. Untuk dapat mendistribusikan royalti pengumuman secara adil dan 

transparan LMKN diharapkan mempercepat proses realisasi SILM. Dengan 

demikian, para pengguna dapat melaporkan data penggunaan lagu dan/atau 

musik. 
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2. LMK juga diharapkan menerapkan prinsip transparansi kepada para 

penerima hak, terkait informasi yang diperoleh dari LMKN. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ambiguitas dalam penerimaan 

royalti pengumuman yang diterima oleh Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan 

pemilik Hak terkait 

3. Dalam pelaksana harian, LMKN diharapkan melibatkan semua LMK untuk 

memberikan ruang partisipasi aktif dalam proses penarikan royalti 

pengumuman kepada pengguna. 
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